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Lembaga keuangantmikroisyariah merupakanusalahksatu pilar dalam proses 
intermediasinkeuangan. Salah satu lembaga keuangan mikroosyariah  adalah 
Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) yaitu sebagai suatu lembagaokeuangan syariah 
yang melakukan upayakpenghimpunan dan penyaluran dana dengan 
menggunakan nprinsip-prinsip syariah yang nberfokus pada masyarakat kecil dan 
menengah. Tujuanodari pengoptimalisasian peran bBMT pada npenghimpunan 
dan mpenyaluran dana adalah sebagai bentuk upaya agar dapat meningkatkan 
perekonomian masyarakat kecil menengah dan sebagai bentuk respon eLKMS 
terhadap kebutuhan nasabah. bUpaya yang berkaitan dengan peran optimalisasi 
baitul maal wattamwil (BMT) dalam peningkatan perekonomian rakyat melalui 
umkm 
 












Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) adalah salah satu satu jenis 
keuangan non bank yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada 
masyarakat kecil, seperti zakat, infak, shadaqah, dan  juga pembiayaan modal 
usaha. Dengan adanya LKMS diharapkan menjadi solusi alternatif yang lebih 
fleksibel untuk membantu dan  meningkatkan perekonomian masyarakat kecil 
dibandingkan dengan Bank yang lebih menjangkau pada kalangan ke atas. Selain 
itu LKMS juga diharapkan agar dapat menjadi pilihan bagi masyakat kecil agar 
terhindar dari praktek-praktek ribawi yang kini marak di sekitar lingkungan 
tempat tinggal (Sa’diyah, 2014). 
Salah satu jenis keuangan non bank adalah Baitul Maal Wal Tamwil (BMT). 
Dimana peranan BMT tidak dapat terlepaskan dalam pertumbuhan ekonomi 
dikarenakan BMT dinilai strategis  dalam  memberdayakan ekonomi masyarakat 
kecil (D. Hascaryani, Manzilati, & S. Fadjar, 2011). 
Baitul Maal Wattamwil (BMT) berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan 
syariah yang melakukan upaya penghimpunan dan penyaluran dana dengan 
menggunakan prinsip-prinsip syariah. Secara umum berdasarkan operasionalnya 
produk BMT hampir sama dengan perbankan. Namun perbedaanya terletak pada 
nasabah yang dilayani dimana BMT  lebih mengarah  kepada pelaku UMKM 
(Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah) di tingkat pedesaan. Dengan adanya 
pengoptimalisasian  Baitul Maal Wattamwil (BMT) dapat membantu masyarakat 
kecil menengah untuk meningkatkan perekonomiannya melalui pembiayaan 
berupa penambahan modal yang dapat membantu masyarakat yang memiliki 
keinginan mendirikan maupun mengembangkan UMKM (usaha mikro, kecil, dan 
menengah) agar dapat memenuhi kebutuhan mereka dan meningkatkan 







P  Salah satu sektor ekonomi yang merasakan peran BMT adalah sektor industri 
Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM). Dengan adanya peranan BMT 
mampu menguragi beban masyarakat kecil dikarenakanusasaran dari penyaluran 
dana BMT ini adalah nsektor Usaha Menengah Kecil Mikro (Sriyana & Raya, 
2013). 
Pengoptimalisasianoperan BMT ini diperlukanhagar pertumbuhan usaha 
menengahbkecil mikro meningkatbsehingga juga akan berdampak pada 
pertumbuhan ekonomi masyarakat yang meningkat. Olehckarena itu perlu adanya 
pengoptimalisasianxperan BMT dari dua sektor yaituboptimalisasi dari sektor 
penghimpunan dan penyaluran dana. Apabilabdua sektor ini dijalankan dengan 
baik dan juga dioptimalkan maka fungsi dan peran BMT akancberjalan dengan 
lancar. 
Tujuan darijpengoptimalisasian peran BMT padacpenghimpunan dan 
penyaluran dana adalahxsebagai bentuk upaya agarwdapat meningkatkan 
perekonomianvmasyarakat kecil menengah dan sebagai bentuk respon LKMS 
terhadap kebutuhan nasabah. Dariburaian dalam latar belakang di atas, maka 
permasalahan yang akan menjadivpembahasan adalahbbagaimna peran 
optimalisasicbaitul maal wattamwil (BMT) dalam peningkatangperekonomian 


















Pengertian Baitul Maal Wattamwil (BMT) 
 
BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang dbertugas menghimpun dana 
dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan adananya disimpan di 
BMT dan menyalurkan fdana kepada masyarakat (anggota BMT) oleh BMT ( 
Soemitra, 2009). Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga ekeuangan 
mikro syariah yang sberoperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah ( 
Soemitra, 2009). 
BMT juga dikenal adengan nama Koperasi Syariah atau rperijinan sebagai 
koperasi oleh Kemenkop UKM. Fungsi BMT  yaitu sebagai xlbaitul maal dan 
baitul tamwil. Dimana baitul maal menerima titipan dana berupa zakat, infak dan 
shadaqah dan juga melakukan  pengoptimalisasian distribusinya yang sesuai 
prinsip-prinsip syariah. Sedangkan xsebagai baitul tamwil yaitu melakukan 
kegiatan pengembangan usaha-usaha kecil agar lebih produktif qdan investasi 
dalam meningkatkan  kualitas xekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan 
kegiatan penghimpunan dan penyaluran. 
Salah satu yang menjadi kendala wbagi para  pelaku  usaha mikro dalam 
mengembangkan usaha yaitu terkait dengan  modal yang qdimiliki tidak terlalu 
besar.  Padahal modal dalam suatu usaha merupakan salah  satu  langkah awal 
yang harus dimiliki  oleh para pelaku usaha mikro.. Kendala tersebut dapat 
diminimalisir dengan adanya lembaga akeuangan mikro syariah yang 
menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro. 
Lembaga keuangan  mikro syariah pada BMT menyalurkan pembiayaannya 
kepada para pelaku usaha mikro xsebagai anggotanya dengan mudah dan cepat. 
Pembiayaan BMT kepada anggotanya diberikan qdengan syarat yang mudah 







Selain itu, BMT terjun langsung ke lokasi para pelaku usaha mikro untuk 
menyalurkan pembiayaanya sehingga para pelaku usaha mikro tidak perlu datang 
ke kantor BMT. Kemudahan tersebut zmenjadi keunggulan BMT dan umumnya 
diminati oleh paraq pelaku usaha mikro. Namun demikian BMT 
bertanggungjawab terhadap pembinaan anggotanya terutama anggota yang 
melakukan pembiayaan.  
 
Maka dengan pengoptimalisasian peran BMT ddiharapkan dapat 
meningkatkan kesejahteraan  masyarakat lewat apembiayaan yang disalurkan 
BMT. Dimana berarti  membantu sistem qperekonomian di Indonesia terutama 
dalam pengentasan kemiskinan. Peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat menunjukkan bahwa sistem cekonomi dengan prinsip syariah turut 
berperan dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia, melalui peningkatan 
kesejahteraan masyarakat qpelaku usaha mikro. 
 
Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) 
 
Menurut UUD 1945 kemudian zdikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-
RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi 
rakyat yang amempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk 
mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, 
dan berkeadilan. Selanjutnya wdibuatkanlah pengertian UMKM melalui UU No.9 
Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang vsemakin dinamis dirubah 
ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 ztentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut: (Suci, 2017) 
 
1.  Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang aperorangan dan/atau badan 
usaha perorangan yang amemenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini.  
2.  Usaha Kecil adalah usaha ekonomi aproduktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang aperorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
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anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
menjadi bagian baik langsung smaupun tidak langsung dari Usaha Menengah 
atau Usaha Besar yang memenuhi qkriteria Usaha Kecil sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang ini.  
3. Usaha Menengah adalah usaha dekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau cabang aperusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau 
Usaha Besar dengan jumlah vkekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 
sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.  
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi qproduktif yang dilakukan oleh badan 
usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar 
dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha anasional milik negara atau swasta, 
usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di 
Indonesia.  
5. Dunia Usaha wadalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha 
Besar yang melakukan kegiatan sekonomi di Indonesia dan berdomisili di 
Indonesia. 
 
Usaha Mikro adalah  usaha rproduktif milik orang perorangan dan/atau badan 
usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro qsebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil dadalah usaha ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 
bukan merupakana anak perusahaan atau bukan xcabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 







UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) sendiri amempunyai fungsi atau 
peranan yang cukup penting untuk membangun perekonomian masyarakat, 
terutama usaha mikro dalam masyarakat yang mana mampu meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan pemerataana sosial masyarakat khususnya di Indonesia 
Dalama meningkatkana pemerataan ekonomi juga mempunyai konsep sendiri 
yang mana mempunyai tingkat daya saing yang berbeda-beda, semakin tinggi 
tingkat daya saing dalama suatu daerah maka semakin baik pula tingkat 
kesejahteraan masyarakatnya. 
Jumlah UMKM di Indonesia dari tahun  ke tahun terus mengalami 
peningkatan. Namun seiring apertumbuhannya di Indonesia, UMKM seringkali 
menghadapi berbagai permasalahan yang menjadi penghambat perkembangan 
serta mengancam  keberlangsungan usahanya, antara lain adalah minimnya 
kualitas sumber dayaq manusia (SDM), kurangnya penguasaan dan pemanfaatan 
teknologi, kurangnya informasi dan akses terhadap permodalan, pemasaran adan 
peningkatan kapabilitas (Pratama & Wijayangka, 2019). 
Untuk itu Usaha Menegah Kecil Mikro (UMKM) tidak bisa dilepaskan dari 
bagian perekonomian nasional. Usaha menengah kecil mikro banyak memberikan 
peranan penting dalam pertumbuhan aekonomi di negara ini. Salah satunya adalah 
sebagai penyediaa lapangan usaha dan penyedia alapangan pekerjaan (Anggraeni, 
Puspitasari, El Ayyubi, & Wiliasih, 2013) 
 
Optimalisasi Peranan Baitul Maal Wal Tamwil Terhadap Percepatan 
Pertumbuhan UMKM  
 
 Upaya optimalisasi baitul maal yang merupakan salah satu pilar utama 
dalam BMT adalah dengan melakukan variasi optimalisasi penghimpunan zakat, 
infaq dan shadaqah bekerjasama dengan Badan Amil Zakat ataupun dengan 
Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini juga menjadi abagian dari kontribusi BMT 
untuk membawa bangsa ini keluar dari lingkaran kemiskinan 
BMT  sangat berpengaruh dalam percepatan pertumbuhan UMKM di 
Indonesia. Karena perannya esebagai penghimpun dana dari masyarakat dan 
penyalurkannya pada usaha-usaha yang bersifat  produktif seperti UMKM.Untuk 
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itu dalambpengembangan usaha kecil menengahn mikro (UMKM) perluhadanya 
pengoptimalisasi dalam hal peran BMT yaitu menyalurkan dana kepada para 
pelaku usaha menengahbkecil mikro dalam yang vmembutuhkan modal 
ataudpendanaan agar nusahanya dapat berkembangvdan berjalan  lancar tanpa 
hambatan terutamavdalam masalah permodalan. 
 Para pelaku UMKMfmempunyai kendala daridsegi permodalan dalam 
mengembangkan usahanyagketika mengajukandpermohonan tambahan modal 
kepada perbankan. Maka peran BMT vdapat menjadi solusi dalam mendukung 
permodalan bagi para pelakufUMKM, karena persyaratan pengajuanytambahan 
modal lebih mudah dan sederhanafdari pada di perbankan. Hal ini juga bisa 
menjadi salah satudpeluang atau sebagai alternatif bagi UMKM agar blebih 
mudah dalam mengakses permodalan.  
Selain berperan buntuk membantu masalah permodalan bagi UMKM, 
lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT bjuga dapat meningkatkan dan 
menguatkantperekonomian masyarakat. Kemudahanvuntuk mengakses 
permodalan yangddiberikan oleh BMT mendorong masyarakattuntuk membuka 
usaha-usaha mikro baru. Melalui usaha-usaha ini ekonomi kerakyatan mengalami 
penguatan. Penguatan0ekonomi kerakyatan ini akanimemberikan kesejahteraan 
bagi semua lapisan masyarakat.  
 Dengan demikiankperan BMT juga dapat membantuiupaya pemerintah 
dalamypengentasan kemiskinan. Kebijakan-kebijakanuyang dilakukan oleh 
pemerintahujuga harus berpihakupada para pelaku usaha mikro, dimanau jika itu 
dikembangkan dapatxmengurangi pengangguran dan bmemperkuat perekonomian 
bangsa serta upayajpemerintah untuk mengurangi kemiskinan akan terpenuhi. 
 Namunhuntuk terus memajukan keberlangsungan ulembaga keuangan 
mikro yang berbasis syariah (BMT) ini bperlu adanya peran dan dukungan dari 
pemerintah berupa sistem regulasi. Dimanajjika sistem regulasi ini berpihak 
kepada lembagaikeuangan mikro syariah danoterealisasikan dapat memperkuat 





Oleh karena itu,0regulasi bisa di mulai dari pengumpulan zakat yang 
menyeluruh , Dimana nantinya dapat0dioptimalkan dan pengelolaan serta 
pendayagunaannya6dilakukan dengan managemen yang baik dan7 profesional, 
maka9zakat dapat8dijadikan sumber dana yang potensial untuk mengatasi 
kemiskinan dan mengurangi9kesenjangan distribus9 pendapatan yang sudah 
merupakanfpermasalahanbkronis dalamhperekonomian Indonesia. Solusi yang 
penulis tawarkan dari upayavoptimalisasi penghimpunan zakat adalah sinergi 
BAZ / LAZ dengan divisi maalbKJKS atau Baitulmaal nyabBMT, hal ini 
dikarenakan BMTvmempunyai tenagabmarketing yang cukup handal dengan 
pengetahuanbpemetaan antara mustahik dan bmuzakki yang cukup baik (Saputra, 
2016) 
 
upaya-upaya yang dilakukan BMT untuk meningkatkan perekonomian 
rakyat melalui UMKM, diantaranya:  
 
A. Penyampaianbprogram ekonomibsyariah melalui sosialisasi kepada para  
masyarakatbsecara langsung. Sosialisasi yangndilakukan adalahbdengan memberi 
penyuluhanbdan pemahamanbtentang BMT serta bahayanya praktikbRentenir di 
masyarakat (Ayogi & Kurnia, 2015). 
Sosialisasi yangbdilakukan bisa dengan memberikannbrosur dan turun 
langsung kenlapangan  namun tidak secara formalndan memberikan sosialisasi 
kepadabmasyarakat melaluidmajelis-majelis atau perorangan dan juga dapat 
mendatangibpertokoan UMKM untuk bersosialisasi.  
 
B. Memberikanmmodel pembiayaan secara syariah yaitu berupaya agar BMT 
dapatbmembebaskan masyarakatndari rentenir dalam bentuk pemberian 
pembiayaan secara syariah.Artinya dalambmemberikan pembiayaan kepada 
nasabahbharus yang sesuai syariah, misalnya dengan memberikan pembiayaan 
tanpa memberikan bunga kepada nasabah yang bersifatbmendzalimi nasabah dan 





Hal ini bertujuanbmemberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa 
pembiayaan dalam syariah tidak bersifatnmendzalimi, karena sistem yangbdipakai 
adalah sistemfbagi hasil bukan sistem bunga. Sistem itu berjalan dengan sifat suka 
sama suka (antar wa diminkum). Jadi, tidakbada unsur mendzalimi terhadap 
sesama.  
 
C.  Membentuk gerakanbBMT melalui majelis keluarga utamabupaya yang 
harusdilakukan selanjutnya oleh BMT adalah membentuknMajelis Keluarga 
Utama.Tujuan dibentuknyabmajelis ini guna menghimbau masyarakat yang sudah 
berkeluarga jika ada kesulitan dalam memenuhi kebutuhangkeluarga agar dapat 
meningkatkan usahanya dan juga perekonomian keluarganya. 
 
D. Pendekatan dengan tokoh masyarakat yaitu melakukan upaya selanjutnya  
denganipendekatan kepada vtokoh-tokoh masyarakat, seperti ulama-ulama yang 
ada di lingkungan masyarakat. Hal ini dilakukan karena BMTuberanggapan 
bahwa masyarakat saat ini masihgsangat mempercayai dan menghormati ulama-
ulama yang ada di lingkungannya.Karena ulama-ulama tersebut sebagai panutan 
masyarakat. Oleh8karena itu, jika ulama-ulamanya sudah benar-benar paham oleh 
adanya larangan praktik riba dalam Islam, maka secara tidak langsung BMT juga 
sedang memberiupemahaman kepada masyarakat, karena ulama-ulama tersebut 
pasti akan0 menyampaikan dan memberi pemahaman  kepada masyarakatnya.  
 
E. Memberikanjkemudahan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. 
Keunggulan praktikuRentenir adalah prosedur yang mudah dan simple dalam 
mendapatkan pembiayaan, karena hanya dengan8mem-fotocopy KTP mereka dan 
menunggu satu bsampai dua hari mereka sudah bisa memperoleh pembiayaan. 
Hal inilah yang membuatu masyarakat lebih memilih meminjam ke Rentenir 
dibandingkan BMT. Karena anggapan masyarakat BMT itu sama saja halnya 
dengan Bank yang memiliki banyak9prosedur dan lama dalam pengajuan 
pembiyaan. Oleh karena itu, salah satu upaya BMT sebagai kompetitor dari 
Rentenir adalah dengan cara memperbaiki prosedur dalam pengajuan pembiayaan 
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agar lebih mudah dan cepat seperti yang diinginkan oleh nasabah, namun tetap 
memperhatikan prinsip kehati-hatian.  
 
F.  Memperbanyakikelompok-kelompok muamalah atau jama’ah di komunitas 
pedagang upaya selanjutnya yang dilakukan oleh9BMT adalah memperbanyak 
kelompok-kelompok muamalah atau jama’ah di komunitas pedagang atau 
kelompok lain. Hal ini9bertujuan agar mempermudah BMT0dalam melakukan 
sosialisasi ke masyarakat dan pembinaan mengenai transaksi-transaksi yang 
sesuai syariah. Kelompok ininterdiri dari beberapa orang yang merupakan 
pedagang dari berbagai desa lalu disatukan untuk memahami mudah dan 
berkahnya menggunakan BMT. 
Salah satu upaya yangidilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan 
kemiskinan adalah dengan memperkuat perani lembaga keuangan mikro dalam 
penyediaaj modal untuk berwirausaha. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang 
terkait sistem keuangan pun, harusjberpihak kepada rakyat kecil dan pelaku usaha 
mikro. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan bagianmpenting 
dalam memperkuathperekonomian bangsa, sebab sektor UMKM ini memiliki 
porsibterbesar dalambskala bisnis di Indonesia (Oktafia, 2017). 
 
Kendala-Kendala Yang Menjadi Penghambat Pertumbuhan UMKM 
 Di Indonesia UMKMnmenjadi salah satu usahanyang banyakndiminati 
oleh parabpelaku usaha yangnmempunyai modal yangbtidak begitu banyak. 
Namun jikavUMKM berjalan dengan baikvdan terus menunjukkan eksetensinya 
jugadakan berdampak padadperekonomian suatu negara. Untukbmewujudkan itu 
semuabmasih banyaknkendala-kendala yang menjadinpenghambat pertumbuhan 
UMKM yaitu 
1. SumberbDayabManusia  
KurangnyabSDM juga sebagaigfaktor penghambat berkembangnya 
UMKM di Indonesia salah satunya yaitu dari segi keterampilan. Hal ini 
dikarenakan produk yang mereka hasilkan tidak berkembang dan tidak sesuai 
dengan minat atau selera konsumen. Selainbketerampilan juga ada faktor 
pendidikan nyang kurang memadainsehingga pelaku UMKM tidak 
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memahami pentingnya  pengetahuan pasar  yang bisa menjadi pendukung 
perkembangan usahanya. 
 
2. Manajemen keluarga 
Kebanyakan bUMKM adalah usahanuntuk para pelaku bisnisbkecil 
dimanabterdapat pemilik usaha,istri,beserta keluarganya. Sehinggavsering 
kali akanvtimbul penyalahgunaanbkekuasaan di luar usaha yang dapat 
memicuvmelemahnya usahabbahkan bisa bangkrut. 
3. Perencanaan 
Perencanaanbyang kurang juga menjadinpenghambat keberhasilanndari 
usaha, makanharus ada perencanaanbseperti usaha yang kita lakukannapakah 
tepat sasaran atau akan diminati konsumen, cara penjualannya, dan dapat 
mencapai keuntungan atau tidak. 
4. Kurangnya rasa semangat dan disiplin 
Semangat dan disiplin harusnditumbuhkan dalam diri setiap pelaku usaha. 
Karena pada umumnyabusaha mikro ini menjalankannusahanya sesuai 
dengannkeinginannya sendiri, sepertinmembuka dan menutup usahanya 
seenaknyansendiri yang akan memicu pembeli untuk segan berbelanja.  
5. Proses pendirian dan perizinan yang sulit 
Untuknmemperkenalkan produk usaha agar dikenalmmasyarakat luas 
perlu adanya perizinan nbaik pendirian UMKM dan perizinan hak cipta atas 
merk produk. Namun untukm mendapatkan perizinanmtersebut memerlukan 
proses yang tidak mudah dan memakan waktu yang lama. 
6. Kurangnya penerapan nilai-nilai Islam 
Dalam nmenjalankan usaha kita juga harusmmenerapkan nilai-nilai Islam di 
dalamnya. Tampak bahwa dalam Islam menghendaki mdanya motivasi usaha 
secaramproduktif, memiliki jiwamwirausahaan yang jujur, memperhatikan 
halal haramnya, Tidakmberlebihan dalam hal yang tidak membawa 





Dalamm mengembangkan usaha pastinya,membutuhkan modal yang tidak 
sedikit. Hal inimjuga menjadimpenghambat bagi para pelaku UMKM untuk 
mengembangkan usahanya, karenamuntuk mendapatkan permodalan tersebut 
pelaku UMKM akan terbebani dengan9suku bunga yang tinggi, dimana tidak 




PengaruhvBMT memberikanmdampak yang signifikan terhadap 
percepatanmpertumbuhan usaha menengah kecil mikro (UMKM). Untuk itu 
perluhadanya optimalisasi dari produk BMT itu sendiri,mapabila produk 
BMTmmengoptimalisasikanmpemasaran produk pembiayaan usaha, maka 
nantinya juga akanmberdampak pada pengoptimalisasianmpada pemasaran 
produkmpembiayaan oleh para pelaku usaha menengah kecil mikro 
(UMKM). 
Peran BMT dalammmemberikan kontribusi berupampermodalan atau 
pendanaannkepada gerak rodabekonomi kecil jelas riil, begitu pula dengan 
UMKMbakan bisa menyerapbpekerja dan semakinmmaju yang pastinya 
sangatmmembantu dalamcperekonomian danmmengentas kemikinan yang 
terjadigakibat kurangnya pekerjaan. 
 Banyakhsekali permasalahannyang timbul bagi parauUMKM yang mana 
akan bmenjadi kendalahdalam mengembangkanuusahanya. Untuk itu peran 
BMToperlu di dukungtkarena akan0berdampak baik bagiiUMKM dan 
perekonomian-suatu negara. 
Salahhsatunya adalah masalahipermodalan yangokurang memadai maka 
seharusnya npemerintah jugaomemberikan solusi yangotepat untuk mengatasi 
itu0semua yaitumdengan pemberianm pembiayaan yangimudah diakses dan 
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